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TENTANG MASA PERALIHAN

‘Harun Alrasid

Salah satu masalah yang terdapat dalam hu-
kum tata negara Indonesia ialah tentang masa
peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini,
berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia
yang terbagi dalam empat periode, ada bebera-
pa pengertian yang dapat diberikan tentang hal
masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seo-
rang pakar tata negara, memberikan penger-
tian tentang masa peralihan tersebut dan kait-
annya dengan kehidupan demokrasi dan politik
negara Republik Indonesia berdasarkan Un-
dang-undang Dasar yang pernah dan sedang
berlaku sampai saat ini.

Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia
ialah tentang masa peralihan (transisi). Hal ini dikaitkan dengansoal undang-
undang dasar yang statusnya sementara. Pertanyaan yang timbul ialah apakah
yang dimaksud dengan "masa peralihan"? Kapan ia bermula dan kapan ia
berakhir? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui- iebih dulu bahwa
sejarah ketatanegaraan Indonesia terbagi- dalam empat periode: Republik
Pertama (17 Agustus 1945 - 27 Desember '1949), Republik Kedua (27 De-
sember 1949 - 17 Agustus 1950); Republik Ketiga (17 Agustus 1950 < 5 Julj
1959), dan Republik. Keempat (5 Juli 1959 - sekarang) masing-inasing
dengan undang-undang dasar sendiri.'

'Penyebutan Republik Pertama, Kedua, Ketiga, dst i, yang meniru-tradisi di Peraneis, telab lebib

duly dilakukan ofch Sudijono Djojoprajitne, manian anggota Konstituante, Mr. Sanano, .mantan Kema
DPR, dan Drs. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden.
Lihat pidato Sudijona Djojoprajimo dalim sidang Konstituante r.anggal 6 Mei 1959, dimuat dalam Prof.
Mr. H. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, (Jakana: Yayasan Prapa‘nca
Jilid Kedua, 1960, hal. 563), pidate Sariono tanggal 15 Pebruari 1960, yaiu Hari Peringatan Lustrum
ke-II Parlemen Indonesia sejak pemulihan kedaulatan yang dimuat dalam JO Tahun Parlernen Repubiik
Indonesia, 1950 - 1968, (Jakara: Sckretariat DPR, . 1960, hal. 9} dan Muhammad Hau.a Demokrasi Kita,
(Jakana: PT. Pustaka Antara, 1966, hal. 10). - . s
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2 Huwkum dan Pembangunan

Pada Republik Pertama, yang berlandaskan UUD 19435, masa peralihan
itu berlaku mulai 17 Agustus 1945 dan seyogyanya berakhir pada saat MPR
melaksanakan perintah Pembuat UUD, yaitu "menetapkan undang-undang
dasar” (Pasal 3). Bahkan ada batas waktu dua kali enam bulan (Aturan
Tambahan). Hal ini telah dikemukakan oleh Assaat, mantan Pemangku
Sementara Jabatan Presiden Republlk Indonesia (Yogya), yang memberikan
definisi sebagai berikut:?

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula

dengan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agus-

tus 1945 sampai kepada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1

Republik Indonesia, yang dzrerapkan oleh Ma;ehs Permusyawaratan

Rakyat".

Bahwasanya pada perrnulaan kemerdekaan negara Indonesia terdapat
kesadaran hukum yang tinggi untuk melaksanakan ketentuan undang-undang
dasar, terbukti dari Pengumuman Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 yang
bunyinya: "Untuk memenuhi Undang-Undang Dasar yang mengenai atran-
aturan tentang Kedaulatan Rakyat, pada waktu .ini Pemerintah Republik
Indonesia sedang mengadakan persiapan  untuk melakukan Pemilihan
Umum" 3

Langkah pertama itu disusul dengan Makiumar Pemerintah tanggal 3
Nopember 1945, yang isinya menganjurkan kepada rakyat untuk memben-
tuk partai-partai politik . yang ' diharapkan sudah terlaksana sebelum
dilangsungkan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Tampak itikad baik
Pemerintah untuk mentaati jadwal yang tercantum dalam UUD .1945.

Namun, man proposes, God disposes. Situasi politik ternyata tidak
mernungkinkan Pemerintah untuk melaksanakan rencana tersebut, Republik
Pertama diganti oleh Republik Kedua dengan struktur pemerintahan yang
bersifat federal.? Timbullah masa peralihan baru yang. dimulai pada 27
Desember 1949 dan seyogyanya berakhir pada saat Konstituante membentuk
undang-undang dasar yang tetap (permanent). Berbeda dengan sikap Pembuat

*Mr. Assaat, Hukum Tata Negara Repubiik Indonesia dalam Masa Peralihan, (Jakana Penerbit Bulan
Bintang. cet. keduva, 1951), hal. 3,

*Terdapat juga dalam Koesnodiprojo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturon, Penetapan-
penetapan, Pemeriniah Republik Indenesia, 1945, (Jakar@: Penerbit 5.K. Seno, Penerhitan Baru. 1951).
hal. 92,

‘Ibid., hal. 76,

*Mengenai soal pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, lihat A. Arthur Schiller, The
Formarsion of Federal Indonesia, 1945-1949, (The Hague, Bandung: W, Van Hoeve Lid., 1955).
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UUD 1945 tidak menetapkan jangka waktu yang tertentu, tetapi hanya me-
ngatakan agar penctapan undang-undang dasar oleh Konstltuante dllakukan
"selekas-lekasnya” (Pasal 186). b '

" Berpegang pada rumusan Assaat, maka murans mutana’:s pada Repubhk
Kédua kita dapat juga mengatakan:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bérmula

dengan saat berdirinya Republik- Indonesia Serikat tanggal 27

Desember 1949 sampai kepada saat berlakunya undang- undang

dasar yang ditetapkan oleh Konstituante”.

Selama- Republik Kedua juga terjadi perkembangan politik yang tidak
memungkinkan dilakukannya penetapaf undang-undang dasar. Rakyat di
sebagian besar negara bagian menolak negara federal dan menuntut negara
kesatuan kembali. Keinginan ini terwujud pada 17 Agustus 1950 dengan
dibentuknya Republik Ketiga: UUD 1949 diganti oleh UUD 1950. -

Pembuat UUD 1950 juga memberikan perintah kepada Konstituante
agar selekasnya menetapkan undang-undang dasar (Pasal 134). Rumusan
Assaat, mutatis mutandis, berbunyi:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula

‘dengan saat berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1950 sampai képada saat berlakunya una’ang undang dasar

yang ditetapkan oleh Konstituante”.

Berbeda dengan dua republik sebelumnya, pada masa Republik Ketiga
berhasrl dilaksanakan pemilu (1955) dan Konstituante' bersidang pada 10
Nopember 1956.° Namun perkembangan politik ternyata tidak begitu mulus
sehingga akibatnya masa peralihan menjadi berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli
1959, dengan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959-(lebih dikenal seba-
gai "Dekrit Presiden"), Konstituante hasil pemilu 1955 itu dibubarkan oleh
Presiden Sockarno karena menolak anjurannya agar kembali kepada UUD
1945 dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin.’

“Amanat Presiden Sockamo, ketika membuka sidang Konstituante, becjudul: Susunfah Konstitusi Yang
Benar-benar Koustitusi Res Publica, (Brosur, Kemcnlrian _Penerangan, Cetakan Kedua),

“'Kementrian Pencrangan RI, Res Publica! Sekali lagi Res Publica! (Amanat Presiden Soekarno pada
sidang pleno Konstituante, 22 April 1959}, Pencrbitan Khusus No. 51, hal, 19 20-
*Maka oleh karena itu. otk menghindarkan segala kesulitan, baik yang terletak di bidang eksekutif,
maupun yang terletak di bidang konstisi, perlulah kit kembali ke demokrasi yang dimaksud dalam
Undang-undang Dasar 1945, yang paling sesuai dengan iklirn Indonesia dan yang dinamakan "kerkyatan
yang dipimpin oleh hikmal kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan™. Apakah yang dimaksud
dengan "kerakyatan yang dipimpin olch hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” jw?
Hal ini saya terangkan sekarang dalam membicarakan pokok pikiran yang ketiga:
UNDANG-UNDANGDASAR 1945 LEBIH MENJAMIN TERLAKSANAN YA PRINSIP DEMOKRASI
TERPIMPIN, DEMOKRASI TERPIMPIN ADALAH DEMOKRASI®.
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4 Hukum dan Pembangunan

Muncul Republik Keempat yang berdasarkan Keputusan Presiden yang
sama memberlakukan kembali UUD 1945 yang sudah tidak berlaku sebagai
undang-undang dasar nasional sejak 27 Desember 1949. Naskahnya dimuat
dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75 (secara teoritis dapat disebut
"UUD 1959", namun isinya tidak berdasarkan situasi tahun 1959).

Kembali pada definisi Assaat, maka, mutatis murandis, pada Republik
Keempat bunyinya ialah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula

dengan saat berdirinya negara Republik Indonesia ranggal 5 Juli

1959 sampai kepada saat berlakunya undang-undang dasar yang

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.. :

Berbeda dengan pegangan waktu (rijdsgebied)® UUD 1945 pada masa
Republik Pertama, dalam pegangan waktu UUD 1945 pada masa Republik
Keempat sudah lima kali dilangsungkan pemilihan umum untuk membentuk
MPR namun badan negara ini tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 UUD
1945, yaitu yang mengenai penetapan undang-undang dasar.

Dari segi teori timbul pertanyaan: apakah dapat dibenarkan sikap MPR .
tersebut? Bukankah tidak ada sanksinya? Memang benar, Pembuat UUD
1945 tidak ada menyediakan sanksi. Dalam ilmu hukum, ketentuan seperti
itu disebut lex imperfecta.® Apakah sebabnya tidak diadakan sanksi? Prof.
Djokosoetono memberikan jawaban: "Ini dilakukan dengan sengaja. Apa
sebab? Oleh karena jika diadakan sanksi, maka sanksj itu justru akan
menghilangkan kepercayaan rakyat. Nanti mereka akan berkata: ’Lho,

bapak-bapak kok diancam den_gan hukuman jadi, kalau orang tinggi, maka
akhlaknya harus nnggl pula" >

Mstilah "pegangan wakru" saya pinjam dari Makkarnru, SH dan Drs. J.C. Pangkerego, penerjemah
buku Logemann, Over de theorie van een stellig staatsrecht, yang diterjemahkan dengan judul Tenrang
teori suatu hukum tata negara positif, (Jakarta; Penerbit Ichtiar Baru, Van Hoeve. 1976), hal. 163.
Kelsen menycbutnya “temporal sphere”. Lihat Hans Kelsen, General Theory of Law and Srate. (New
York: Russel & Russel. 1945, Translated by Anders Wedberg), hal. 42.

Kelsen menerapkan ajaran pegangan {gebiedsieer) terhadap hukum, sedangkan Logemann menerapkannya

terhadap jabatan.
Hans Kelsen, Jbid., hal, 404.

"Prof. Mr. Djokosoetono. Hukum Tara Neg'a'-ia. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982), hal. 143,
Perlu dicatat bahwa meskipun tidak eda sanksi, namun janganlah diabaikan pendapat umum, baik yang
diungkapkan maupun yang disimpan dalam heti {sifenr public opinion}.
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